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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Lasusua  yang  memeriksa  dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  36  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,  pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Dusun  I,  Desa

Saludongka,  Kecamatan  Pakue  Utara,  Kabupaten

Kolaka Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani,

tempat  kediaman  di  Dusun  II,  Desa  Pudahoa,

Kecamatan  Mowila,  Kabupaten  Konawe  Selatan,

sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16

Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  64/Pdt.G/2020/PA.Lss,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor  Urusan Agama (KUA)  Kecamatan Rarowatu  Utara,  Kabupaten

Bombana,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  sebagaimana  bukti  berupa 

Kutipan Akta Nikah Nomor 15/3/II/2010, bertanggal 9 Maret 2010;  

2. Bahwa  setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama  sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah

kediaman bersama di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana

sampai pisah;  

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;  

4. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2016 antara

Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;  

5. Bahwa  perselisihan  Penggugat  dan  Tergugat  pada  intinya

disebabkan oleh;  

a.   Tergugat sering marah apabila Penggugat meminta uang

belanja;  

b.   Tergugat jarang memberikan nafkah;  

c.   Tergugat  sering  berkata  kasar  dan  marah-marah

terhadap Penggugat;  

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat

dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 saat mana Tergugat

pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  sejak  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sampai  sekarang  tanpa  saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  seperti  dijelaskan  di

atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;  
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Lasusua  cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.   Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);  

3.   Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

 Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

bahwa terhadap perkara ini  tidak dapat  dilaksanakan upaya mediasi

sesuai  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  01  Tahun  2016  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

bahwa  kemudian  Majelis  Hakim  berusaha  mendamaikan  dengan

menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

tidak  berhasil,  lalu  dibacakan surat  gugatan Penggugat  yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan

Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Nomor 15/3/II/2010 Tanggal 09 Maret 2010, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; 

2. Bukti Saksi.

a. Saksi  1,  umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lengkong

Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan kenal

dengan Tergugat sebagai Ipar; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri; 

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  rumah  kediaman  bersama  di  Kecamatan  Rarowatu  Utara,

Kabupaten Bombana; 

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  (satu)  orang

anak; 

- Bahwa  kehidupanrumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  bulan  Februari

2016 sudah tidak harmonis; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  marah-marah  ketika  Penggugat

meminta uang untuk belanja kebutuhan rumah tangga; 

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri  Penggugat

dan Tergugat bertengkar; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi  ketahui  adalah Tergugat  juga

suka berkata kasar kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan November 2018 sampai sekarang; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  kedua  belah  pihak,

namun tidak berhasil karena; 

b. Saksi  2,  ,  umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lengkong

Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;, di bawah

sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak dan kenal

dengan Tergugat sebagai ipar; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri; 

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah kediaman bersama di Kecamatan Rarowatu, Kabupaten

Bombana; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai  1 (satu) orang

anak; 

- Bahwa  kehidupanrumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya  berjalan  baik  dan  rukun,  namun  sejak  bulan  Februari

2016 sudah tidak harmonis lagi; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  karena  Tergugat  suka  marah-marah  jika  Penggugat

meminta uang belanja keperluan rumah tangga; 
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- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat sendiri  Penggugat

dan Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering

berkata kasar kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan November 2018 sampai sekarang; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  Sudah  tidak

pernah lagi berkomunikasi ; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  oleh  keluarga  kedua  belah  pihak,

namun tidak berhasil; 

Bahwa atas keterangan para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi;

Bahwa selanjutnya  Penggugat  telah  memberikan  kesimpulan  yang

pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah,

oleh  karena  itu  keduanya  mempunyai  kualitas  (legal  standing/kedudukan

hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon

agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Februari 2016

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka marah-marah jika Penggugat

meminta uang belanja keperluan rumah tangga , yang pada akhirnya sejak

November  2018   sampai  sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap

sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 April

2020 dan tanggal  06 mei 2020, Tergugat telah dipanggil secara patut dan

resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah

tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan

tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat.  Oleh  karena  itu  Majelis

Hakim berpendapat bahwa perkara  a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran

Tergugat  dan Majelis  Hakim dapat  menjatuhkan putusan dengan putusan

verstek, sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan ibarat nash dalam Kitab

Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut

والبــينة الدعــوى جـازســـماع وتعــززه لــتواريه تعــذرإحضــاره وإن

عـليه والحــكم

Artinya  :  ”  Apabila  Tergugat  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi

atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti -

bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan

alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,

dan  keterangannya  didasarkan  atas  pengetahuannya  sendiri,  serta  saling
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bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan  Pasal 170

dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan

pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa berdasarkan gugatan Penggugat  yang dikuatkan

dengan  bukti-bukti  surat  dan  saksi-saksi  dapat  ditemukan  fakta  sebagai

berikut:

1.- -Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Rarowatu  Utara,  Kabupaten

Bombana,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  sebagaimana  bukti  berupa 

Kutipan Akta Nikah Nomor 15/3/II/2010, bertanggal 9 Maret 2010; 

2.------Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah  kediaman

bersama di  Kecamatan  Rarowatu  Utara,  Kabupaten  Bombana sampai

pisah;   

3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan  Tergugat

suka  marah-marah  jika  Penggugat  meminta  uang  belanja  keperluan

rumah  tangga ,  yang  pada  akhirnya  sejak  November  2018   sampai

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal; 

4.---------Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

tinggal karena Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat

sendiri  di  di  Dusun II,  Desa Pudahoa,  Kecamatan Mowila,  Kabupaten

Konawe Selatan hingga dengan sekarang tidak pernah kembali kepada

Tergugat; 

5.- -Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan

Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetap  tidak  berhasil  damai  dan  rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  terjadinya  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak
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Februari  2016 hingga November 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  demikian  itu  sudah  termasuk  dalam

klasifikasi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  bersifat  terus-menerus

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  telah  terjadinya  pisah  tempat

tinggal  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  telah  berlangsung  sejak

November 2018 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil dan Majelis

Hakim  dalam  persidangan  telah  pula  berusaha  mendamaikan  dan

menasehati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat  tetapi  tidak

berhasil  juga  karena  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

sudah  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,

sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat  terus-

menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup

rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  karena  telah  hilang

ikatan  batin  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Sehingga  mempertahankan

Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan

menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah

satu  pihak  diantaranya.  Oleh  karena  itu,  menceraikan  Penggugat  dari

Tergugat  adalah  lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan

qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المـصــالـح؛ جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درء

Artinya  :  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  daripada  menarik

kemaslahatan”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat  telah

beralasan hukum sesuai  dengan Pasal  19 huruf  f   Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f   Kompilasi  Hukum Islam, oleh

karena  itu  patut  untuk  dikabulkan  sebagaimana  tersebut  dalam  diktum

putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Lasusua adalah talak satu bain sugra,  maka sebagaimana maksud Pasal

119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun

dalam masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),

tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  semua

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.- -Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2.-----------------------Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap

Penggugat ( Penggugat );

4.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.  991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Lasusua pada hari  Rabu tanggal  13 Mei  2020 Masehi  bertepatan

dengan  tanggal  20  Ramadhan  1441  Hijriah  oleh  H.  Mihdar,  S.Ag.,  M.H
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sebagai  Ketua Majelis,  Akbarudin  AM,  S.H.I.  dan Miftakul  Khoriyah,  S.HI,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  M.  Akbar  Amin,  S.H

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

                    H. Mihdar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota, 

                               Hakim

anggota

Akbarudin AM, S.H.I  

Miftakul Khoriyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 875.000,00

-  PNBP    : Rp.    20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             6.000,00  

J u m l a h : Rp 991.000,00
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(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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